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SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan 82
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755};

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentong Kevanpon
Negara (Lembaran Negarn Republike Indonesin Tabiun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara Hopublike [ndonesio
Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentnng Pemerinnoan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuatipgnn Negara (Lembinran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notnor 66, Tatnbabian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400));

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (entang Perbendahatann
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin ‘I'ahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonenin ‘Tuhun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepars Republik Indoresia
Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 ‘Tanhun 2015 tentungy
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemecrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nepara
Republik [ndonesia ‘1ahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6:322);

Peraturan Presiden Republik Indonesin Nomor 33 tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Prodak Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
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12.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor

38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan
susunan personalia sebagai berikut : .
a. Pengarah . Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
. b. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
d. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kasubbid Pengamanan dan Penghapusan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
. 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Aswad Atit, SH,MH)
KEDUA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun jadwal rencana kerja, mempersiapkan bahan-bahan
yang berhubungan dengan pelaksanaan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Bagian-
bagian terkait dalam memperoleh masukan dan saran bagi
penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tersebut;

c. melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati serta
mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan;

d. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati Kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerali Kabupaten Taiijuilg Jabung Barat:dan

€. melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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KRETHOA v Kepinda Tim sebagaimana dimaksud  Diktum  KESATU - diberikan
honorarium selama 2 (dun) bulan yang sctiap bulannya sebesar
nebagat berikut @

e Penparah ' Rp. 750.000,-  (tyjuh ratus lima puluh ribu
rupiah)

b, Ketua i Rp. 650.000,-  (enam ratus ribu rupiah)

0 Bekretaris : Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu
rupiah)

d. Angpota ¢ Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu

rupiahyj

RIEEMPAT v Segala binya yang  timbul akibat  ditetapkannya  Keputusan
ini  dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Dacrall - Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat Tahun Anggaran
2023 pada Badan  Keuangan  dan  Aset  Dacrah  Kabupaten
Tanjung Jabung, Barat, dengan kode rekening
5.02,03.2,01.01.5,1.02.02.01.0004  (Honorarium Tim Pclaksana
Kegittan dan Sekretarint Tim Pelaksana  Kegiatan) Sub Kegiatan
Penyusunan Standar Harga,

'I\’ICLIM:\ v Reputusan  Sekretaris Daerah ini mulai berlaku  pada  tanggal
ditetapkan,

Ditctapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal (0 { tbruad 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

AGUS SANUSI
\,
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